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Peraturan Pemerintah ... 2

I.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Derah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tegah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II
Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor27755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6856);

r1engingat

Menimbang : 3. bahwa dalarn rangka implementasi penyederhanaan
birokrasi telah dilakukan penyederhanaan struktur
organisasi dan penyetaraan jabatan;

b. bahwa dengan telah dilakukannya penyederh~aan
struktur organisasidan penyetaraanjabatan sebagaun~a
dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesucuan
sistem kerja;

c. bahwa untuk mernberikan pedornan, landasan dalarn
penyesuaian sistem kerja, diperlukan pengaturan tentang
sistem kerja;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c
perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang
Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

DENGAN RAHMAT TUHANYANGMAHA ESA
BUPATI BUNGO,

TENTANG

SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAANBIROKRASI

PERATURAN BUPATI
NOMOR t5""TAHUN 2024

BUPATIBUNGO
PROVINSI JAMBI
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Membentuk suatu ... 3

I} Sistem kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang

BABII
PENYESUAlAN SISTEM KERJA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal2

7. Pimpinan Unit 0 . . . d
Pejabat Pirnni rg~lsa.sl adalah Pejabat PimpinanTinggIM~ Y:i
Pen pinan TtnggtPratama PejabatAdministrator, PeJabk
me!~wa~, atau P~jabat Fung~ional yang diangkat untu

8 unpin suatu unit organisasi tertentu. it;
. Penye~er~anaan Struktur Organisasi adalah perampingan un~

organlSaS}Jabatan Administrasipada Instansi Pemerintah untu
mengurangi tingkatan unit organisasi. .

9. Penyetaraan Jabatan Administrasike dalarn Jabatan Fungslonal
adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalarn Jabatan
Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan
Fungsional yang setara.

10. Penyesuaian Sistem KeIja adalah perbaikan dan pengembangan
mekanisme kerja dan proses bisnis PegawaiAparatur SipilNeg~a
dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektroru~.

11. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerJa
yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan
tugas dan fungsi organisasi. . .

12. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara lcerj a organlsaS~
yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pe~awal
Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu slstem
dengan mengedepankan kompetensi, keahlian danl atau
keterampilan.

13. Proses Bisnis adalah adalah sekumpulan kegiatan yang
terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tuga~ dan
fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah rnasing - rnasrrrg.

14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah , .

15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan furigai, tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur
Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.

16. Jabatan Pimpinan TinggiPratama adalah sekelompok Jabatan
tinggi pada Pemerintah Kabupaten Bungo.

17. Jabatan Administrasi adalah adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

18. Jabatan FungsionaI adalah sekelompokjabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

19. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling
rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian
kewenangan.

20. Ketua Tim adalah Pejabat Pengawasj Pejabat Fungsionalj
Pelaksana yang ditunjuk sebagai ketua untuk melaksanakan
mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan
bidang tugas.

21. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah
unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional danjatau kegiatan teknis penunjang tertentu.

.....
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(1) Penugasan pejabat ... 4

Paragraf 3
Penugasan
Pasal 5

(1) Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
a merupakan penggambaran posisi kedudukan pejabat fungsional
dan pelaksana dengan pejabat penilai kinerja sebagai atasan
langsung.

(2) Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
dengan penempatan pejabat fungsional at au pelaksana yang
tercantum dalam keputusan pejabat pembina kepegawaian.

(3) Pejabat fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat penilai
kirierja sebagai atasan langsung.

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal4

(1) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
huruf a dilaksanakan dengan prinsip:
a. orientasi pada hasil;
b. kompetensi;
c. profesionalisme;
d. kolaboratif;
e. transparansi; dan
f. akuntabel.

(2) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. kedudukan;
b. penugasan;
c. pelaksanaan tugas;
d. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
e. pengelolaan kinerja; dan
f. pernanfaatan teknologi infonnasi dan komunikasi.

8agian Kedua
MekanismeKerja

Paragraf 1
Umum
Pasal 3

(2)~embentu~ suatu pr~ses aktivitas pelaksanaan tugas d~ fU~si.
lstem kerJa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlgun an

sebagai instrument bagi pegawaiASN dalam melaksanakan tugas
dan fungsi perangkat daerah y unit kerja setelah penyederhana~
struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rang
penyederhanaan birokrasi. birokrasi

(3) Penyesuaian sistem kerja untuk penyederhanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. mekanisme ketja; dan
b. proses bisnis.

----- ~-- __ ---- I
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pelaksana yang... 5

Pasal 6

(1) Penunjukan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat
dilakukan:
a. di dalam unit organisasi;
b. lintas unit organisasi / Unit Kerja; atau
c. lintas instansi pemerintah. .

(2)Mekanisme penunjukan di dalam unit organisasi sebagrumana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara langsung oleh
Pimpinan Unit Organisasi.

(3)Mekanisme penunjukan lintas unit organisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) huruf b meliputi:
a. Pimpinan Unit Organisasi pemilik kirierja mengirimkan surat

permohohan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana
kepada Pejabat Penilai Kinerja dituju dimana Pejabat
Fungsional atau Pelaksana dimaksud berada dengan
tembusan Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan;

h. Terhadap surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional
atau pelaksana, Pejabat Penilai KineIja dituju dimana Pejabat
Fungsional atau pelaksana dimaksud berada, memproses
dan menjawab permohonan pelibatan Pejabat Fungsional
atau pelaksana tersebut;

c. Apabila Pejabat PeniIai Kinerja dimana Pejabat Fungsional
atau pelaksana dimaksud berada menyetujui pelibatan
Pejabat Fungsional atau pelaksana, maka dengan
rekomendasi dari Pimpinan Unit Organisasi, Pejabat Penilai
Kinerja dimana Pejabat Fungsional atau pelaksana dimaksud
berada menyusun surat penugasan untuk menugaskan
Pejabat Fungsional atau pelaksana yang sesuai dengan
kriteria yang disampaikan pemohon di dalam surat
permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana;
dan

d. Apabila Pejabat Penilai Kinerja dimana Pejabat Fungsional
atau pelaksana dimaksud berada tidak menyetujui pelibatan
Pejabat Fungsional atau pelaksana, maka Pejabat Penilai
Kinerja dimana Pejabat Fungsional atau pelaksana dimaksud
berada menjawab surat permohonan pelibatan tersebut

(I) Penugasan pe' b
a. individ . d3a at fungsional dan pelaksana secara:
b tim k ':1' an/atau. eIJa.

(2)Penugasan . b' b aun'anadi pera at fungaiorral dan pe1aksana se ag
lmaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. penujukkan; dan/atau
b. pengajuan sukarela.

(3)Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
merupakan penugasan langsung kepada pejabat fu~gsi~:malata~
pelaksana oleh pejabat penilai kinerja dan zatau punpman unit
organisasi untuk melaksanakan kirierja tertentu. f

(4)Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru a
merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau pelak-sana atas
dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau pelaksana
untuk melaksanakan kineIja tertentu. . k

(5)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat P) dilaku an
melalui proses perencanaan berdasarkan beban ke~a. 1 h

(6)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). dlt~tapkan 0 e
Pejabat Penilai Kirrerja atau Pimpinan Unit Orgamsas1•

---
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paling sedikit. .. 6

dengan alasan rn .' .' ohonan.e. Pejabat F .engapatidak dapat menyetUJUIp~rrn surat
ungslOnal dan pelaksana meneruna ng

penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggu
Jawab.

(4) Mek . . p rnerintahantsme penunjukan Iintas Instans1 ~
seb~gai~ana dimaksud pada ayat (1) huruf ~melipu~: dabulu
a. Pimpman Unit Organisasi pemilik kinerja terlebih p . bat
mengirimkan surat perrnohonan pelibatan cJaang
Fungsional atau pelaksana kepada Pejab.atyang BgkerWte~di
dengan tembusan Pejabat Penilai Kirrerja bersan II

instansinya; honan
b. Apabila Pejabat yang Berwenang setuju atas per.~o tanSi
pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana dart :nssebut
lain maka kemudian Pejabat yang Be~enang ~ejabat
mengirimkan surat permohonan pehbatan
Fungsional atau pelaksana tersebut kepada Pejabat yang
Berwenanginstansi yang dituju; . al atall

c. Apabilasurat permohonan pelibatan Pejabat Fungs1oI? tansi
pelaksana disetujui oleh Pejabat yang Berwe~ang 111:s arig
yang dituju maka Peiab at yang Berwenang mstanei !

,:J • • Kin . PeJabatdituju menginstruksikan Pejabat Pemlru erja . b t
Fungsional atau pelaksana untuk menugaskan Pe~a ~
Fungsional atau pelaksana yang bersesuaian den.gankr.ltena
yang dibutuhkan di dalam surat permohonan pelibatan,.

d. Terhadap instruksi untuk menugaskan Pejabat FUngslon~
atau pelaksana, Pejabat PenilaiKirrerja dengan re~omendasl
Pimpinan Unit Organisasi dimana Pejabat FungslOnal .atau
pelaksana berada menjawabketersediaan Pajabat.Fu~gslOnal
atau pelaksana yang bersesuaian dengan kritena yang
clibutuhkan di dalam surat permohonan pelibatan;

e. Apabila tersedia maka dilakukan hal sebagai berikut:
1. Pejabat Penilai Kinerja dituju mengirimkan surat jawaban
pennohonan pelibatan beserta daftar Pejabat Fungsional
atau pelaksana yang ditugaskan kepada Pejabat yang
Berwenang. Bilamana Pejabat yang Berwenang menyetujui
surat jawaban permohonan pelibatan beserta daftar
Pejabat Fungsional atau pelaksana yang ditugaskan,
Pejabat yang Berwenang mengirimkan surat jawaban
permohonan kepada Pejabat yang Berwenang pemohon.

2. Berdasarkan surat jawaban yang telah disetujui oleh
Pejabat yang Berwenang, maka Pejabat Penilai KineIja atau
Pimpinan Unit Organisasi yang dituju menugaskan
Pejabat Fungsional atau pelaksana sesuai daftar Pejabat
Fungsional atau pelaksana yang ditugaskan untuk bekerja
sesuai pelibatan tersebut

3. Berdasarkan surat jawaban permohonan pelibatan maka
Pimpinan Unit Organisasi akan memberikan surat
penugasan danz'atau bukti penugasan secara tertulis
untuk kemudian disampaikan kepada Pejabat FungsionaI
atau pelaksana yang ditugaskan dengan tembusan Pejabat
yang Berwenang instan si bersangku tan, Pejabat Penilai
Kinerja bersangkutan, dan Pejabat yang Berwenang
instansi pemohon.

4. Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima surat
penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab.

i) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5)
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1. Dalam pelaksanaan ... 7

(1) Pelaksanaan tugas meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat:
a. dalam Perangkat Daerah/unit kerja;
b. !intas Perangkat Daerah Zurnt kerja; dan
c. lintas Instansi Pemerintah.

(2) Pelaksanaan tugas dalam Perangkat Daerah/unit kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. pelaksanaan tugas secara individu dengan ketentuan sebag .

berilcut: aI

Paragraf 4
Pelaksanaan Tugas

Pasal8

Pasal 7

(1) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(4) dapat dilakukan:
a. di dalarn unit organisasi; atau
b. lintas unit organisasi. . .

(2) Mekanisme pengajuan sukarela di dalam u~it ?rganlsaSl
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: aik
a. Pejabat FungsionaI atau pelaksana me:r:Yrunp an

keinginannya secara lisan untuk dapat terlibat da1~
pelaksanaan kinerja tertentu kepada Pimpinan Urrrt
Organisasi; . .

b. Apabila Pimpinan Unit Organisasi menyetujur. T?aka
Pimpinan Unit Organisasi menugaskan Pejabat Fungs10nal
atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu
tersebut; dan

c. Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima sur at
penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab.

(3) Mekanisme pengajuan sukarela lintas unit organisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hur'ufb meliputi:
a. pejabat Fungsional atau pelaksana menyampaikan surat

perrnohonan untuk dapat dilibatkan dalam pelaksanaan
kinerja kepada Pimpinan Unit Organisasi dituju atas
persetujuan Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit
Organisasi bersangkutan;

b. apabila permohonan disetujui, maka pimpinan unit
organisasi menyusun surat penugasan untuk menugaskan
Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan
kinerja yang berada di Pimpinan Unit Organisasi dituju; dan

c. pejabat Fungsional dan pelaksana menerima surat
penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab.

palingsedikitmemuat.
a. maksud dan t: Pe;abatF' ujuan permohonan penugasan :.J

Ungslonaldan pelaksana'
b.k?mpetensi, keahlian,' dan/atau keteram.pilan yang

dibu tub.kari:
c. ekspektasi/target kinerja dari Pejabat Fungsional dan

pelaksana yang akan ditugaskan; dan
d. durasi pelibatan PejabatFungsionaldan pelaksana.

>
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diputuskan dan Zatau ... 8

I. Dalam pel k
petak e a sanaan tugas Pejabat Fungsional atau
pelak:ana secara individu. Pcjabat Fungsional atau
b . an~ melaksanakan tUgRRaeau ai derrgan ketentuan
u~ keglatan Jabatan Furtgaion al rn aairig- masing atau

urman tugasjabatan peJaksana yang cJiseJaraskan dengan
tug~S, fUngsi,dan kincrja unit organisasi;

2. ~uttr kegiatan Jabatan Fungsional stau uraian ~gas
Jabatan peJaksana yang d ilaku 1<an oleh Pcjabat FungslOna~
dan pelaksana rner'upakan penjabaran atau wrunan dan
tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi;

3. DaJam pelaksanean tugas Pejabat Fungsional atau
peJaksana seeara individu, Pejabat Fungsional atau
pelaksana memperhatikan:
a) arahan dan strategi Pimpirran Unit Organisasi;
b) target peneapaian kirierja unit organisasi; dan . .
c) keselarasan pelaksanaan tugas dan peneapaian kirierja

Pejabat Fungsional atau pelaksana lain dalam umt
organisasi. .

b. Pelaksanaan tugas secara tim kerja dengan ketentuan sebagru
berikut:
I. Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana
dalam tim kerja dilakukan untuk melaksanakan tugas
yang memerlukan keterlibatan dan kolaborasi Pejabat
Fungsional dan/ atau pelaksana dalam unit organisasi; .

2. Tim kerja melaksanakan tugas unit organisasi sesuai
arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisasi;

3. Jika terdapat pennasalahan dan kendala dalam
pelaksanaan tugas dan kegiatan, tim kerja dapat
menyampaikan pennasalahan dan kendala beserta
alternatif rekomendasi kepada Pimpinan Unit Organisasi
untuk diputuskan dan zatau ditindaklanjuti;

4. Pimpinan Unit Organisasi memantau dan mengevaluasi
seeara berkala pelaksanaan tugas dan kegiatan tim kerja
sebagai bahan input pengambilan keputusan dan
pemberian arahan pelaksanaan tugas dan kegiatan tim
kerja;

5. Bilamana diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya, tim
kerja berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim kerja lain;
dan

6. Koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap
perencanaan, peJaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
tugas dan kegiatan tim kerja.

(3) Pelaksanaan tugas lintas Perangkat Daerah/unit kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara
tim kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana dalam

tim kerja lintas unit organisasi dilakukan untuk
melaksanakan tugas yang memerlukan keterlibatan dan
kolaborasi Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana lintas
unit organisasi;

b. tim kerja melaksanakan tugas lirrtas unit organisasi sesuai
arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisasi pemilik
kinerja:

c. jika terdapat permasalahan dan keridala dalam pelaksanaan
tugas dan kegiatan , tim kerja dapat menyampaikan
permasaJahan dan kendala beserta alternatif rekomendasi
kepada Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja untuk
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Pasal 9... 9

diputuskan d / ..
d. dalam hal ~ atau dltindaklanjuti; .

Or . . dlperlukan kolaborasi lintas Pimpinan UnIt
di gamsasl dalarn menyelesaikan permasalahan dan kendala
tmaksun, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan

dan kendala beserta alternatif rekomendasi kepada
masin?-masing Pimpinan Unit Organisasi dimana Pejabat
F~~gslonal dan pelaksana dimaksud berada .untu~
dltindakJanjuti sesuai dengan tugas dan furigsr Unit
organisasi masing- masing;

e. bilamana diperlukan, tim kerja dalam melaksanakan
tugasnya berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim kerja
lain; dan

f. koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap
perencanaan, pelakaanaan, pemantauan, dan evaluasi tugas
dan kegiatan tim kerja. .

(4) Pelaksanaan tugas lintas Instansi Pemerintah sebagaunana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara tim kerja
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana dalam

tim kerja lintas Instansi Pemerintah dilakukan untuk
melaksanakan tugas yang memerlukan keterlibatan. dan
kolaborasi Pejabat Fungsional dan zatau pelaksana lmtas
Instansi Pemerintah;

b. tim keIja lintas Instansi Pemerintah dapat dibentuk untuk
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai target kinerja
unit organisasi pemilik kinerja pada Instan si Pemerintah
pelaksana;

c. fungsi atau untuk mendukung program strategis lintas
Instansi Pemerintah;

d. tim kerja melaksanakan tugas lintas unit organisasi sesuai
araban dan strategi Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja
pada Instansi Pemerintah pelaksana fungsi atau araban
pimpinan Instansi Pemerintah pelaksana fungsi;

e. jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan
tugas dan kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan
permasalahan dan kendala beserta altematif rekomendasi
kepada Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja pada
Instansi Pemerintah pelaksana fungsi untuk diputuskan
dan/atau ditindaklanjuti;

f. dalam hal diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit
Organisasi atau lintas Instansi Pemerintah dalam
menyelesaikan permasalahan dan kendala dimalcsud , tim
kerja dapat menyampaikan permasalahan dan kendala
beserta aIternatif rekomendasi kepada masing-masing
Pimpinan Unit Organisasi atau pimpinan Instansi Pemerintah
dimana Pejabat Fungsional dan pelaksana dimaksud berada
untuk ditindakJanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi unit
organisasi atau Instansi Pemerirrtah masing- masing;

g. bilamana diperlukan, ,tim kerja dala melaksanakan
tugasnya berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim kerja
lain; dan

h. Koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tabap
perencanaan. pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi tugas
dan kegiatan tim kerja.

I
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f. melaksanakan kolaborasi... 11

Pasal 9

(1) Dalam pelaksanaan tim kerja, pimpinan unit organisasi
menunJuk salah satu Pejabat Fungsional atau Pelaksa
dalam unit organisasi sebagai ketua tim berdasarkan kec
dan Zatau keterampilan;

(2) Dalam hal Unit Organisasi mempunyai struktur organisasi
dari 2 (dua) level, maka Pejabat Pengawas ditunjuk se
ketua tim sesuai dengan bidang tugas.

(3) Apabila terdapat anggota yang berasal dati lintas unit orgar
dan/ atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional
Pelaksana yang berperan sebagai ketua tim berasal dari
Organisasi pemilik kinerja tersebut.

(4) Penunjukkan ketua dan anggota tim ditetapkan dengan
tugas Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 10

(1) Pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas tim
terdiri atas:
a. Tanggung jawab Pejabat Penilai KineIj~; .
h. Tanggung jawab Pimpinan Unit Orgamsasl;
c. Tanggungjawab Ketua Tim; dan
d. Tanggungjawab anggota tim. .'

(2) Tanggung jawab Pejabat Penilai Kirrerja sebagaunana dirns
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. menyusun dan menetapkan roadmap dan rencana

organisasi;
b. memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi orgarriaai

sejalan dengan strategi dan tujuan organisasi;
c. memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata

kelola, dan sumberdaya yang optimal;
d. memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan ei

dan
e. memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan t.ugs

dan fungsi antar unit organisasi.
(3) Tanggung jawab Pimpinan Unit Organisasi sebagaim an.

dimaksud pada ayat (1) huruf b melipu ti:
a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan;
h. menyediakan dukungan sumberdaya untuk pelaksai

kegiatan;
c. memberikan arahan terpadu, input, dan umpan balik

(feedback) atas pelaksanaan kegiatan ;
d. memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaar.

tugas antar tim; dan
e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ti

(4) Tanggung jawab ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c meliputi:
a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;
b. membagi peran anggota tim sesuai dengan

kompetensi, keahlian, dan/ atau keterampilan;
c. melaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
d. memberikan umpan batik berkala kepada anggota tim;
e. melaporkan hasil kineIja anggota timnya kepada pejaba

penilai kirierja dan pimpinan unit organisasi yan
bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaia.:
kinerja pejabat fungsional dan pelaksana; dan
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Bagian Ketiga... 11

Instansi Pemerintah mengutamakan layanan administrasi
pemerintahan berbasis elektronik melalui pemanfaatan aplikasi
yang terintegrasi dalam mendukung sistem keIja Pemerintah
Daerah.

Paragraf7
Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pasal 14

(I) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang
bekerja secara individu maupun dalam tim kerja terdiri atas:
a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan kla.rif'lkasi

ekspektasi;
b. pefakaarraan, pemantauan , dan pembinaan kinerja yang

meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik
berkelanjutan dan pengembangan kinerja pegawai;

c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai; dan
d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian

penghargaan dan sanksi.
(2) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf6
PengelolaanKineIja

Pasa113

Pasa! 12

(I) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas tim dilaksanakan oleh.:
a. pejabat fungsional atau pelaksana yang berperan sebagru

anggota tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua
tim· dan

b. ket~a tim selanjutnya melaporkan pelaksanaan tugas ~
kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi selaku pemilik
kinerja.

(2) Pimpinan Unit Organisasi secara sewaktu-waktu berwenang
untuk meminta laporan kepada ketua tim.

Paragraf5
PertanggungjawabanPelaksanaan Tugas

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas individu dilaksanakan
oleh pejabat fungsional atau pelaksana dengan n::el~p?rk~
pelaksanaan tugas secara langsung kepada Pejabat PenilmKirrerj
sebagai atasan langsung.

f. melaksanakan k 1 b .t 0 a orasi dan sinergisitas pelaksanaanugas antar anggota tim.
(5) Tang' .gung jawab anggota tun sebagaimanadimaksud pada ayat

(1) huruf d meliputi:
a. menyusun rencana kerja individu;
b. melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim; dan
c. melaporkan hasil kinerjanya kepada ketua tim.
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(2) Tahap perencanaan ... 12

(J) Mekanisme kerja pada Sekretariut Daerah terdiri atas:
a. Tahap Perencanaan;
b.Tahap Pela1<sanaan ; dun
c. Tahap evaluasi

Pasal 18

(J) Struktur penugasan pejabat fungsional dan pelaksana pada
Sekretariat Daerah digambarkan dengan Kepala Bagian sebagai
Pejabat Penilai Kirierja dan Pimpinan Unit Organisasi.

(2) Keten tuan struktur penugasan pada Sekretariat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. Sekretaris Daerah menetapkan kinerja Kepala Bagian.
b. Kepala Bagian memberikan penilaian kinerja sekaligus

memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional dan
pelaksana.

c. Kepala Subbagian dapat memberikan penilaian kinerja
sekaligus penugasan bagi Pejabat Fungslonal dan Pelaksana
yang berada di bawah koordinasi.

Bagian Kedua
Struktur Penugasan

Pasal 17

BAB III
MEKANISME KERJA PADA SEKRETARIATDAERAH

8agian Kesatu
Kedudukan
Pasal 16

(J) Kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana pada Sekretariat
Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Pejabat Penilai KineIja sebagai atasan langsung. .

(2) Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagrumana
dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
a. Pejabat Fungsional Ahli Madya berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. .
b. Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Ahh

Pertarna, Pejabat Fungsional Keterampilan dan Pelaksana
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bagian.

Bagian Ketiga
Proses 8isnis

Pasal 15

(1)T~ta cara penyusunan, monitoring dan evaluasi proses bisnjs
dllaksanakan sesuai dengan kctenluan per atu ran perundang­
undangan yang berlaku.

(2) Tata cara penyusunan, monitoring dan evaluasi proses bisnis
scb.agaim an a dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan pcndampingan Unit Kerja
yang mengampu ketugasan eli bidang organisasi.
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Bagian Kedua... 13

(1) Kedudukan Pejabat Fu~gsional dan Pelaksana pada Sekretariat

P
D~RbDtbperk~ld~dK~k~dl bawah dan bertanggungjawab kepada
eja a em ar merj a sebagai atasan langsung.

(2) K.edudukan Pejabat Fungsional dan Pelak:sana sebagaimana
dfrn ak eud pada ayat (1) dengan ketentuan:
B. Pejabat Fun~sional Ahli Madya berkedudukan di bawah dan

ber tarrggungjawab kepada Sekretaris DPRO
b. Pejabat Fun.gsio~al Ahl~ Muda, Pejabat 'Fungsional Ahli

Pertam a, PeJabat. FungslOnaJ I(eterampilan dan Pelaksana
berkedudu~{an di bawah dan bertanggun iawab k
kepala bagtan g) epada

BABIV
MEKANTSMEKERJA PADASEKRETARlATDPRD

Pasal 19
Bagian Kesatu
Kedudukan

(2) Taha],? pe:encanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a me iputi:
a. s~kt'e~aris Daerah menyusun dan menetapkan perjanjian

kirrerja dan sasaran Idnerja pegawai;
b. sekretaris Daerah mcmbagi dan menunjuk Asisten

sebagai penanggungjawau pencapaian target kincrja;
c. sekrctaris Dacrah membertkan arahan dan

koordinasi untuk pclakaan aan kegiatan dan pencapaian
target kinerja;

d. asisten membagi dan mcnunjuk KcpaJa Bagian sebagai
penanggungjawab pencapaian target kinerja; .' k

c. asisten memberikan arahan dan koor'dinast untu
peJaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja kepada
Kepala Bagian: .

f. kepala Bagian merumuskan strategi pencapruan target
kinerjanya; .

g. kepaJa Bagian menyampaikan arahan dan ekspektasl target
kinerja kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berada
di bawah koordinasinya; dan .

h. kepala Bagian menyampaikan arahan dan ekspektas1 target
kinerja kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berada
di bawah koordinasinya.

(3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b meliputi: . .
a. pejabat fungsional/ Pelaksana menyusun rm cran

pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
b. kepala Bagian danZatau Ketua Tim memonitoring dan

memberikan umpan balik; dan
c. kejabat fungsional/ Pelaksana menyampaikan hasil

pelaksanaan kegiatan kepada KepaIa Bagian/Ketua Tim.
(4) Tabap evaIuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:
a. kepala Bagian meninjau hasil pelaksanaan kegiatan;
b. kepala Bagian menyarnpaikan hasil pelaksanaan kegiatan

yang telah sesuai dengan target kepada Asisten;
c. asisten rnenyampaikan kepada Sekretaris Daerah; dan
d. sekretaris Daerah meninjau atau menerima hasil

pelaksanaan kegiatan.

https://v3.camscanner.com/user/download


0 " -.' ~d-a~·',d-1e-n g- .an GamS-cannerllipm I '_ -

(1) Mekanisme kerja pada Sekretariat DPRD terdiri atas:
a. tahap Perencanaan;
b. tahap Pelaksanaan; dan
c. tahap Evaluasi.

(2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
a meliputi:
a. sekretaris DPRD menyusun dan menetapkan P'

kinerja dan sasaran kinerja pegawai.
b. sekretaris DPRD membagi dan meriunjuk K

Bagian sebagai penanggungjawab pencapaian target
c. Sekretaris DPRD memberikan arahan dan ko ordina:

pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kineIja
d. kepala Bagian merumuskan strategi pencapaiar

kineIj anya.
e. kepala Bagian menyampaikan arahan dan ekspekta

kin erja kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksar.
berada di bawah koordinasinya.

f. pejabat Fungsional dan pelaksana bersama
Administrator menyusun rencana pelaksanaan kegia
anggaran untuk pencapaian target kinerja.

(3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (
b meliputi:
a. pejabat fungsional/ Pelaksana menyusun

pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
b. kepala Bagian dan / atau Ketua Tim memonitorir.

memberikan umpan balik; dan
c. pejabat fungsional/ Pelaksana menyampaikan hasil

pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Bagian/Ketua Ti
(4) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

meliputi:
a. kepala Bagian meninjau hasil pelaksanaan kegiatan;
b. kepala Bagian menyampaikan hasil pelaksanaan ke

yang telah sesuai dengan target kepada Sekretaris 1
dan
Sekretaris DPRD meninjau atau menerima hasil pelaks.c.

Pasal 21

(1) Struktur penugasan pejabat fungsional dan pelaks
Sekretariat DPRD digambarkan dengan Kepala Bagis
Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi.

(2) Ketentuan struktur penugasan pada Sekretaris
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. Sekretaris DPRD menetapkan kinerja Kepala Bagia
b. Kepala Bagian memberikan penilaian kinetja

memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsic
pelaksana.

c. Kepala Subbagian dapat memberikan penilaiar.
sekaligus penugasan bagi Pejabat Fungsional dan F
yang berada di bawah koordinasi.

Bagian Kedua
Struktur Penugasan

Pasal20
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c. inspektur memberikan ... 15

(1) Mekanisme kerja pada Inspektorat terdiri atas:
3. tahap Perencanaan;
b. tahap Pelaksanaan; dan
c. tahap Evaluasi.

(2) TahaI? pe~encanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a melipu ti:
3. inspektur menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja dan

sasaran kinerja pegawai.
b. inspektur membagi. dan merrunjuk Sekretaris dan Inspektur

P~mb.antu sebagai penanggllngjawab pencapaian tar et
kin erja g

Pasal 24

(I) Struktur penugasan pejabat fungsional dan pelaksana pada
Inspektorat digambarkan dengan Sekretaris atau Inspektur
Pembantu sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit
Organisasi.

(2) Ketentuan struktur penugasan pada Inspektorat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. inspektur menetapkan kinerja Sekretaris dan Inspektur

Pembantu.
b. inspektur Pembantu memberikan penilaian kinerja sekaligus

memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional dan
pelaksana.

c. sekretaris memberikan penilaian kinerja sekaligus
memberikan penugasan bagi Kepala Subbagian dan zatau
Pejabat Fungsional dan pelaksana.

d. kepala subbagian memberikan penilaian kinerja sekaligus
memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional dan
Pelaksana yang berada di bawah koordinasinya.

Bagian Kedua
Struktur Penugasan

Pasal23

(I) Kedudukan Pejabat Fungsional dan PeJaksana pada Inspektorat
berkedu dukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat
Penilai Kinerja sebagai atasan langsung.

(2) Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
3. pejabat Fungsional Ahli Madya berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Inspektur.
b. pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Ahli

Pertarna, Pejabat Fungsional Keterampilan dan Pelaksana
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris atau lnspektur Pembantu.

BAS V
MEKANISME KERJA PADA INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal22

kegiatan yang dinyatakan telah sesuai dengan target yang
diharapkan.

'I
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Bagian Kedua... 16

Penggambaran kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana
pada Perangkat Daerah terbagi dalam 3 Level Struktur.

a. Dinas/Badan yang memiliki 1 (satu) Level Struktur
b. Dinas/Badan yang memiliki 2 (dua) Level Struktur
c. Dinas/Badan yang memiliki Iebih dari 2 (dua) Level Struktur

Pasal 26

(1) Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Dinas/
Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Pejabat Penilai Kirierja sebagai atasan langsung.

(2) Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
a. Pejabat Fungsional AhliMadya berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ZBadan.
b. Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Ahli

Pertama, Pejabat Fungsional Keterampilan dan Pelaksana
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris atau Kepala Bidang.

BABVI
MEKANISMEKERJA PADADINAS/BADAN

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 25

c. inspektur memberikan arahan dan koordinasi untuk
pelaks~aan kegiatan dan pencapaian target kinerja.

d. sekretans dan Inspektur Pembantu merumuskan strategi
pencapaian target kinerjanya.

e. sekretaris dan Inspektur Pembantu menyampaikan araban
dan ekspektasi target kinerja kepada Pejabat Fungsional dan
Pelaksana yang berada di bawah koordinasinya.

f. pejabat Fungsional dan pelaksana bersama Pejabat
Administrator menyusun rene ana pelaksanaan kegiatan dan
anggaran untuk pencapaian target kinerja.

(3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf
b meliputi:
a. pejabat fungsional/Pelaksana menyusun rincian

pelaksanaan kegiatan dan anggaran; .
b. sekretaris, Inspektur Pembantu dan/ atau Ketua Tun

memonitoring dan memberikan umpan balik; dan .
c. pejabat fungsional/Pelaksana menyampaikan has11

pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim.
(3) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi:
a. sekretaris dan Inspektur meninjau hasil pelaksanaan

kegiatan. . .
h. sekretaris dan Inspektur Pembantu menyampaikan hasIl

pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan target
kepada lnspektur.

c. inspektur meninjau atau menerima hasil pelaksanaan
kegiatan yang dinyatakan telah sesuai dengan target yang
diharapkan.

._- ..
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h. sekretaris atau ...

(1) St;ruktur penug~san pejabat fungsional dan pelaksana pada
D~as/Badan ~:hg~barkan dengan Sekretaris atau Kepala
Bidarig sebagai PeJabat Penilai Kinerja dan Pimp' U it
O . . lnan n1rgam sasi.

(2) K.etentuan struktur penugasan pada Dinas/Badan sebagaimana
dim aksud pada ayat (1) sebagai berikut.
a. kepala ?inas/badan menetapkan .kinerja sekretaris d

kepala bidang; an

Paragraf 3
Dinas/ Badan yang memiliki lebih dari 2 (dua) level struktur

Pasal 29

(1) Struktur penugasan pejabat fungsional dan pelaksana pada
Dinas/Badan digambarkan dengan Sekretaris atau Kepala
Bidang sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit
Organisasi.

(2) Ketentuan struktur penugasan pada Dinas/Badan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. kepala dinas/badan menetapkan kineIja sekretaris dan

kepala bidang;
b. sekretaris dan kepala bidang memberikan penilaian kinetja

sekaligus memberikan penugasan bagi pejabat fungsional
dan peJaksana;

c. sekretaris dan kepala bidang memberikan penilaian kinerja
sekaligus memberikan penugasan bagi kepala aubbagiari
dan/ at au pejabat fungsional dan pelaksana; dan

d. kepala subbagian memberikan penilaian kinerja sekaligus
memberikan penugasan bagi pejabat fungsional dan
pelaksana yang berada di bawah koordinasinya.

Paragraf2
Dirias / Badan yangMemiliki2 (Dua)LevelStruktur

Pasa128

(1) Struktur penugasan pejabat fungsional dan peJaksana pada
Dinas digambarkan dengan Kepala Dinas, Sekretaris atau
Kepala Bidang sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan
Unit Organisasi.

(2)Ketentuan struktur penugasan pada Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. kepala dinas menetapkan kinerja sekretaris dan kepala

bidang.
b. kepala dinas, sekretaris dan kepala hidang memberik~

penilaian kinerja sekaligus memberikan penugasan bagi
Kepala Subbagian danZatau Pejabat Fungsional dan
pelaksana. . .

c. kepala subbagian memberikan penilaian kirierja sekaligus
memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional dan
Pelaksana yang berada di bawah koordinasinya.

Bagian Kedua
Struktur Penugasan

Paragraf 1
Dinas yang Memiliki 1 (Satu) Level

Pasal27
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